WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA PELAYANAN
TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS

Menimbang

Mengingat

GENDER DAN TRAFFICKING
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi korban
kekerasan perempuan dan anak berbasis 'gender dan trafficking
di Kota Semarang, pelaksanaannya perlu dilakukan secara
terpadu oleh instansi dan/atau lembaga terkait berdasarkan
standarisasi operasional prosedur:

‘bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu

membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Standar
Operasional Proseduf dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu
Bagi perempuan dan-anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
dan Trafficking dj Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi di Jawa
Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat dan dalam Daerah Is_timewa
Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraah Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53). o
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3. Undang-Undang Ncmor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The
Elmination of All forms of Discrimination Again Woman)
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan
Konvensi ILO Convention Nomor 182 Concerning The
Prohibition and Immediate Action for Elimination of The
Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3941);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republiik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004‘ Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik iIndonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ‘2004 Tentang |
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 9-4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daérah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembarah Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Sémarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3079;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);




16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Purbalingga, Cilacap,Wonogiri, Jepara
dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rep(.ublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Témbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737):

19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Hak Anak;

20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual
Komersial Anak (ESKA);

22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
(Traficking) Perempuan dan Anak; -

23. Keputusah Bersama 3 Menteri dan Kapolri Nomor. 14/
Meneg Pemberdayaan Perempuan/ Dep. VI X i 2002,
Nomor. 1329/MENKES/SKB/X12002, Nomor. 75/HUK/ 2002,
Nomor POL. B/3048/2002 tentang Pelayanan Terpadu
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; q l
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24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor.
23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA
PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
TRAFFICKING DI KOTA SEMARANG

BAB |
KETENTUAN UMUM -

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. -

3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Polrestabes dan polsekta adalah jajaran Polisi Resort Kota Besar Semarang.

5. Rumah Sakit (RS) adalah Rumah Sakit Negeri dan Swasta yang ditunjuk
berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang,;

6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Puskesmas di Kota (9 }

L d

Semarang;
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7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat
di Kota Semarang yang mempunyai kegiatan dalam bidang pendampingan
terhadap korban kekerasan Anak Berbasis Gender dan Trafiking;

8. Ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap pencegahan

dan penanganan bagi korban kekerasan Anak Berbasis Gender dan Trafficking.

9. Pela);anan Terpadu bagi Korban Kekerasan Anak Berbasis Gender dan
Trafficking adalah penyedia layanan bagi korban kekerasan yang dikelola
_bersama-sama oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, institusi
kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukum, psikolog, relawan

pendamping, pembimbing rohani dan rumah aman (shelter).

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab
laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh
keadaan sosial dan budaya masyarakat.

11.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perehcanaan,
penyusunén, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan

program pembangunan nasional.

12.Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status,
posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara
dengan laki-laki.

13.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

14.Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan,
pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis
kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan

penikmatan penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak
terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. -

15.Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan,
pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang
akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis,

dan ekonomi.

16.Korban adalah orang atau perempuan dan anak yang mengalami kekerasan
dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat berbasis ~ z
Gender, Trafiking dan Anak 07

17.Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.

18.Non-Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.
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19.Reintegrasi Sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam
ma‘syarakat yang mendukung integrasi atau kembali korban ke dalam
lingkungan keluarga dan masyarakat.

20. Trafiking atau Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik
yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara; untuk tujuan eksploitasi

atau mengakibatkan‘orang tereksploitasi.

21.Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu, bagi
korban kekerasan, baik korban datang langsung atau tidak datang langsung.

22.Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada
lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan
penanganan secara lebih komprehensif.

23.Pelayanan pasca pemulihan adalah pelayanan yang diberikan kepada korban
- kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan atau
dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan lainnya
yang dibutuhkan korban.

24.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah tempat untuk
memberikan pelayanan secara komperhensif kepada Perempuan dan Anak
korban kekerasan berbasis Gender danTrafficking di Kota Semarang.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
maksud dan tujuan standar operasional prosedur dan mekanisme kerja pelayanan
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan
trafficking di kota semarang adalah :
a. membe‘rikan Jaminan terselenggaranya perlindungan dan pelayanan

terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis Gender dan ‘24

Trafficking yang cepat, mudah dan berorientasi pada pemulihan korban.
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b. mengatur Mekanisme Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu

antar lembaga penyedia layanan.

c. untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan

anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking secara sederhana,

transparan, akurat dan akuntabel.

BAB il
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

Pasal 3

Setiap Korban berhak mendapatkan:

a.

hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari

ancaman /balas dendam pelakuy;

hak atas pemulihan medis;

hak atas pemulihan psikologis;

hak atas pendamping sosial, rohaniawan,;

hak atas jaminan kerahasiaan;

hak atas penasehat /kuasa hukum;

hak atas perlindungan sementara /rumah aman;

hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya /setinggi-tingginya;

informasi tentang pelayanan.

Pasal 4

Untuk mendapatkan perlindungan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 adalah Perempuan dan Anak korban kekerasan berbasis
gender dan trafficking, yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan
baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, sosial dan ekonomi khususnya
kelompok perempuan dan anak miskin atau rentan kekerasan di wilayah Kota

Semarang.




BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak
korban kekerasan berbasis gender dan trafficking sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
MEKANISME
Pasal 6

Mekanisme Perlindungan dan Pelayanan, Mekanisme Pelayanan Rujukan dari
Kota, Mekanisme Rujukan bagi Korban dan Mekanisme Pelayanan Pasca
Pemulihan bagi korban kekerasan perempuan dan anak berbasis gender dan
trafficking sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il, Lampiran i, Lampiran IV
dan Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB Vi
PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN
Pasal 7

Unsur Anggota Jaringan Pelayanan terpadu diselenggarakan oleh:
Pemerintah Kota Semarang;

Aparat Penegak Hukum;

Institusi Pemberi Layanan Kesehatan;

PKK;

LSM;

Ormas;
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Pasal 8

Untuk setiap penyedia layanan bertanggungjawab:

a. mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan korban;

(1)

(2)

memberikan penanganan kepada korban sesuai dengan peran dan fungsinya
(termasuk membuat catatan kasus yang ditangani);

memberikan informasi yang dibutuhkan kepada korban berkaitan dengan kasus
yang dialaminya;

merujukkan korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai permintaan
korban.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PPT Kota Semarang melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di
Kota Semarang meliputi : '

a. Pelayanan Perlindungan dan Penanganan Korban;

b. Pelayanan rujukan dari Kota;
c. Pelayanan rujukan dari korban;
d. Pelayanan pasca pemulihan.

PPT Kota Semarang dalam melaksanaan monitoring dan evaluasi

sebagaimana dimaksud péda ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan

hasilnya kepada Walikota.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
padatanggal : 4% o€ <G

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
padatanggal: 2% Wt RO
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

Md

AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN A¢ I'NOMOR 1¢p




LAMPIRAN | PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TANGGAL :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

JARINGAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN TRAFFCKING DI KOTA SEMARANG

PENDAHULUAN

Pada tanggal 24 Juli 1984, Pemerintah Rl telah meratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk DlsknmlnaSI terhadap Perempuan (CEDAW) dalam
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Untuk melaksanakan

mandat Konvensi tersebut maka Pemerintah Rl telah melakukan upaya -

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafiking dan
melindungi hak-hak korbannya dengan menerbitkan Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan yang terbaru adalah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang.

Pemerintah Republik Indonesia juga telah membuat Kesepakatan Bersama
pada tahun 2002, antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri
Kesehatan RI, Menteri Sosial Rl dan Kapolri tentang Pelayanan Terpadu Karban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
juga telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Kota
Semarang kemudian membentuk Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender “SERUNI" dengan Keputusan
Walikota Semarang Nomor 463.05/112 Tahun 2005.

+ Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Semarang menjalankan UU No. 7 Tahun
1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga serta Instruksi Walikota Semarang No. 463/13/2005 tentang
Sosialisasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang salah
satu instruksinya adalah agar di setiap wilayah Kegamatan disediakan tempat

pengaduan korban tindak kekerasan serta agar mengupayakan usaha-usaha untuk

melindungi perempuan dan anak korban kekerasan, maka terbentuklah Tim
Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender
dan trafiking di 4 Kecamatan dengan Keputusan Walikota Semarang No.
463/16/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Pelayanan
Terpadu Untuk Penanganan Perempuan dan Anak korban Kekerasan Berbasis
Gender di Kecamatan (Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat dan
Banyumanik) dan pada tahun 2010 telah terbentuk Tim Pelayanan Terpadu bagi
perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan ftrafiking di 2
Kecamatan dengan Keputusan Bapermas, Perempugn:dan Keluarga Berencana
Kota Semarang No. 061.1/33/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pembentukan
Tim Pelayanan Terpadu Untuk Penanganan Pere;, puan dan Anak korban
Kekerasan Berbasi$ Gender di Kecamatan (Semarang $mur dan Gunungpati).
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TUJUAN ‘

1. Memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak korban kekerasan
berbasis gender atas layanan pemulihan dan penguatan, dalam pendekatan
yang holistik dan muiltidisiplin, mudah dijangkau tidak hanya secara fisik atau
geografik namun juga secara sosial-budaya, serta melibatkan peran serta
masyarakat

2. Memudahkan kerjasama atau koordinasi antara lembaga di masyarakat dan
pemerintah dalam mewujudkan layanan yang terpadu, saling bertautan satu
sama lain dan akuntabel/bertanggung gugat bagi masyarakat khususnya
perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, dalam hal
mekanisme atau prosedur penanganan dan rujukan antar lembaga

3. Menjadi panduan bagi para lembaga anggota Tim Pelayanan Terpadu di
Tingkat Kecamatan di Kota Semarang dalam melakukan kegiatan pemulihan
dan penguatan perempuan dan anak berbasis gender

4. Membuat proses kerjasama antar anggota Tim Pelayanan terpadu  untuk
perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking lebih
efektif

PRINSIP LAYANAN

Beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman dalam memberikan layanan
kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan Trafficking.
Empati.

Relasi setara.

Tidak menyalahkan korban.

Keamanan dan kenyamanan korban adalah prioritas pertama.

Menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan pertimbangan
terbaik.

Pemberdayaan Korban. )

Kebenaran,keadilan dan kepastian hukum.

Melindungi Kerahasiaan korban.

. Pertanggungjawaban pelaku di hadapan korban, masyarakat dan hukum.

0. Keterjangkauan.

1. Keterpaduan.

TARGET SASARAN
Perempuan dan Anak Korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.

PROGRAM KEGIATAN

1. Pelayanan Terpadu meliputi penanganan psikologis dan spiritual, medis,
hukum dan sosial ekonomi bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak,
serta trafficking melalui mekanisme rujukan secara komprehensif dan
berkesinambungan, dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah,
meliputi : .
a. Layanan Bantuan dan pendampingan Hukum kepada korban, saksi,

keluarga dan teman korban;

Layanan Psikoiogis dan spiritual, q ¢

Layanan Medis ; .

Layanan Rohani;

Layanan Psikososial;

Layanan Reintegrasi sosial,

Layanan penyediaan rumah aman;

Layanan-layanan lain yang relevan untuk pemenuhan hak asasi

perempuan dan anak korban kekerasan berbasis -gender dan trafficking;
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VI.

Vil

VIIL.

i. Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis

- gender dan trafficking ini diberikan melalui mekanisme rujukan antar
lembaga anggota Tim Pelayanan Terpadu Kecamatan Pedurungan,
secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan pembiayaan yang
dibebankan kepada pemerintah.

2. Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, dan berbagai kegiatan lainnya
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan berbasis
gender dan ftrafficking serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan
berbasis gender dan trafficking.

3. Mendorong munculnya bentuk nyata dari peran serta dan dukungan
masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan serta monitoring kasus
kekerasan berbasis gender dan trafficking.

4. Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain dalam hal penanganan kasus
untuk tujuan memulihkan kenyamanan dan keadilan bagi korban.

5. Membangun sistem pendataan kasus kekerasan berbasis gender di Kota
Semarang.

6. Melakukan proses aksi-refleksi yang teratur, sebagai proses evaluasi
kegiatan, dalam Tim Pusat Pelayanan Terpadu di Kota Semarang.

UNSUR ANGGOTA JARINGAN
Pemerintah
Aparat Penegak Hukum
Institusi Pemberi Layanan Kesehatan
PKK
LSM/ NGO
Ormas
Unsur Masyarakat
GGOTA JARINGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
Pemerintah
Aparat Penegak Hukum
Institusi Pemberi Layanan Kesehatan
TP PKK
LSM/NGO
Ormas
Institusi Swasta
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KRITERIA KORBAN

Korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, khususnya perempuan dan
anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik,
seksual, psikologis, sosial dan ekonomi khususnya kelompok perempuan dan anak
miskin atau rentan kekerasan di wilayah Kota Semarang.

KEPENGURUSAN
1. Pemilihan Pengurus.
Kepengurusan pada 3 tahun pertama ditentukan oleh Tim Pelayanan Terpadu {
untuk 3 tahun selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme bersama di ﬂ .
dalam Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
Susunan Pengurus :
Ketua
Sekretaris
Koordinator Divisi :
- Divisi Pelayanan Medis
- Divisi Layanan Psikologis dan Spiritual
- Divisi Layanan Hukum
. - Divisi Layanan Sosial Ekonomi v/




2. Bagan Organisasi Tim Pelayanan Terpadu

X

Penanggungjawab Penasehat
Ketua
Sekretariat
Koordinator
Divisi
A £ Y. Y.
Divisi Divisi Divisi Divisi
Pelayanan Layanan Layanan Layanan
Medis Psikologis Hukum Sosial
& Spiritual

FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN

1. Fungsi Sekretariat :

1.

Alamat Keluar masuk surat menyurat yang berkaitan dengan Jaringan Tim
Pelayanan Terpadu di Kota Semarang.

Dokumentasi arsip atau file kerja Jaringan Tim Pelayanan Terpadu Kota
Semarang. ‘ ~
Koordinasi jadwal kegiatan dan penanganan kasus.

Dokumentasi dan kompilasi data kasus kekerasan berbasis gender dan
trafficking.

Fasilitasi rapat koordinasi rutin dan pertemuan-pertemuan yang diadakan
Tim Pelayanan Terpadu

Pusat Informasi tentang profil dan kegiatan Tim Pelayanan Terpadu yang
dapat diakses oleh masyarakat.

2. Tugas Penanggungjawab

1.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja Tim Pelayanan
Terpadu

Mengagendakan rencana dan evaluasi kerja Jaringan
Mengkoordinasi kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu antar divisi dan
anggota :

Mempertangungjawabkan kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu secara
keseluruhan dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan
anak di Kota Semarang kepada Walikota Semarang
Memimpin setiap pertemuan Tim Pelayanan Terpadu.
Membangun jejaring dengan pihak lain.

q
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3. Tugas Penanggungjawab

- 1.. Mengeluarkan keputusan penting dan mendesak atas nama Tim
Pelayanan Terpadu Kota Semarang dengan mempertimbangkan masukan
dari anggota Tim.

2. Fasilitasi peningkatan kapasitas internal dan eksternal anggota Tim
Pelayanan Terpadu Kota Semarang.

3. Fasilitasi perencanaan program kerja Tim Pelayanan Terpadu Kota
Semarang minimal 1 tahun sekali.

4. Menyelenggarakan rapat untuk menetapkan keputusan terhadap anggota
Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang yang melakukan pelanggaran
terhadap prinsip, prosedur maupun etika dalam memberikan layanan
terhadap korban.

4. Tugas Koordinator
1. Mengkoordinasi implementasi peran per-divisi layanan

2. Mempertanggungjawabkan implementasi peran per-divisi layanan kepada
penanggungjawab Tim Pelayanan Terpadu setahun sekali

3. Menyusun laporan kerja per-divisi layanan secara periodik kepada
penanggungjawab. ’

4. Mengeluarkan keputusan penting atas nama Tim Pelayanan Terpadu,
untuk pelaksanaan program kerja Tim

5. Mengeluarkan keputusan penting dan mendesak atas nama Tim
Pelayanan Terpadu, setelah berkoordinasi dengan penanggungjawab dan
masukan anggota.Tim

6. Membantu penanggungjawab dalam menyusun perencanaan program
kerja Tim Pelayanan Terpadu.

7. Membantu penanggungjawab dalam menyusun Laporan
Pertanggungjawaban kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu secara
keseluruhan dalam penanganan korban di Kota Semarang kepada
Walikota Semarang.

5. Tugas Koordinator Divisi

=

Bertanggungjawab atas perencanaan program divisinya masing-masing
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan program di divisinya masing-masing
dan pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan

3. Bertanggungjawab atas pembuatan laporan kegiatan kepada Koordinator
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi setiap akhir kegiatan
5. Mengkoordinasi implementasi peran antar anggota dalam divisinya

masing-masing
6. Kewenangan Koordinator Divisi

1. Mengeluarkan keputusan penting atas nama divisi, untuk pelaksanaan
program kerja divisi

2.. Menyusun perencanaan program kerja divisi dan menyerahkannya ke 5] {
koordinator

3. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan divisi dan
menyerahkannya ke koordinator

7. Tugas Penanggungjawab sekretariat )
1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi sekretariat.
2. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan rapat/pertemuan/ kegiatan Tim
Pelayanan Terpadu di sekretariat.
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10.

Bertanggungjawab atas perawatan dan pemeliharaan barang inventaris

3.

Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.

4. Bertanggungjawab atas pengadaan dan ketersediaan sarana operasional
sekretariat.

5. Membuat Ilaporan kuartal pelaksanaan kegiatan sekretariat dan
menyerahkannya pada koordinator.

6. Membantu koordinator untuk mengkomunikasikan informasi/ kegiatan serta
penanganan kasus yang dilakukan Tim Pelayanan Terpadu Kota
Semarang.

7. Membantu koordinator menyusun laporan pertanggungjawaban program
kerja Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.

8. Menjadi penanggung jawab atas penggunaan komputer melalui aplikasi.

Tugas Anggota

1. Menjalankan peran penanganan korban kekerasan berbasis gender dan

~ trafficking sesuai fungsi kelembagaan masing-masing anggota.

2. Membuat catatan kasus yang ditangani dan melaporkannya 1 bulan sekali
kepada sekretariat

3. Mengkoordinasikan kasus yang diterima/ditangani dengan sekretariat.

4. Merujukkan kasus kepada lembaga penyedia layanan lainnya sesuai
kebutuhan korban sesuai SOP Tim Pelayanan Terpadu.

5. Menunjuk salah satu perwakilan tetap lembaga sebagai kontak person
dalam Jaringan Pelayanan Terpadu Kota Semarang

6. Mengikuti rapat/pertemuan/kegiatan Tim Pelayanan Terpadu

7. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program kerja Tim Pelayanan

Terpadu pada anggota lembaganya yang relevan, untuk kepentingan
regenerasi

Kewenangan Anggota

1.

2.

Mengajukan permohonan rapat perkaitan dengan pelaksanaan peran dan
tanggungjawabnya dalam Tim Pelayanan Terpadu

Mengajukan rapat anggota kepada penanggungjawab berkaitan dengan
pelanggaran terhadap prinsip, etika /kode etik dan SOP

Tugas dan Kewenangan Full Timer (Tenaga Pendamping)

L

2.

Bertanggungjawab kepada penanggungjawab Sekretariat Tim Pelayanan
Terpadu Kota Semarang.

Membantu penanggungjawab sekretariat dalam menjalankan kegiatan
/program sekretariat /fungsi sekretariat Tim Pelayanan Terpadu.

Menjaga dan merawat peralatan /periengkapan /sarana pelayanan
Ipenanganan Tim Pelayanan Terpadu.

Membantu sekretariat mengkoordinasikan penanganan kasus oleh
anggota Tim Pelayanan Terpadu.

Membantu sekretariat mendokumentasikan penanganan kasus oleh
anggota Tim Pelayanan Terpadu.

Membantu Penanggungjawab , Sekretariat mendokumentasikan
pelaksanaan program-program kerja Tim Pelayanan Terpadu.

Membantu Sekretariat memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Tim
Pelayanan Terpadu.

Membantu penanggungjawab sekretariat dalam hal surat — surat keluar
dan masuk.

Menerima pengaduan /pelaporan kasus kekerasan berbasis gender serta
trafficking di Sekretariat Tim Pelayanan Terpadu.




10. Melakukan konseling kepada korban yang mengadu atau melapor ke
sekretariat atau ke anggota Tim Pelayanan Terpadu.

11. Merujuk korban kepada anggota Tim Pelayanan.

12. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban
kekerasan berbasis gender dan trafficking yang dilaporkan/diadukan ke
sekretariat atau ke anggota Tim Pelayanan Terpadu.

13. Melakukan investigasi (jemput bola) terhadap kasus kekerasan berbasis
gender dan trafficking di-wilayah Kota Semarang.

11. Tugas Pelayanan Terpadu

1. Menyediakan ruang khusus untuk sekretariat Tim Pelayanan Terpadu.

2. Menjadi penanggung jawab atas pemeliharaan, penggunaan dan
keamanan inventaris Pelayanan.

3. Memanfaatkan fasilitas dan dana yang telah dimiliki instansi /lembaga
untuk mendukung pemelinaraan dan pengelolaan inventaris Pelayanan
Terpadu '

4. Mengupayakan sumber pendanaan dari APBD Kota Semarang untuk
mendukung pemeliharaan dan pengelolaan inventaris Pelayanan Terpadu

5. Mengupayakan sumber pendanaan, lain yang tidak mengikat untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan  terpaduy, khususnya
pemeliharaan dan pengelolaan inventaris Pelayanan Terpadu

12. PELAYANAN DI MASING-MASING LEMBAGA

Untuk setiap penyedia layanan bertanggungjawab:

a. mengidentifikasi jenis layanan yang dibutuhkan korban; ,

b. memberikan penanganan kepada korban sesuai dengan peran dan

fungsinya (termasuk membuat catatan kasus yang ditangani);

c. memberikan informasi yang dibutuhkan kepada korban berkaitan dengan
kasus yang dialaminya;

d. merujukkan korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai permintaan
korban.

13.RUJUKAN ANTAR LEMBAGA

1. Umum
a. Menindaklanjuti rujukan kasus sesuai dengan fungsi lembaga penerima
rujukan;
b. Memberikan informasi perkembangan kasus kepada lembaga yang
merujuk.

2. Prosedur Administrasi
Korban dapat mengakses layanan pada semua anggota Jaringan Pelayanan
Terpadu dengan prosedur dan ketentuan pada masing masing lembaga/
instansi. Jika korban membutuhkan rujukan ke lembaga layanan lain, maka
lembaga/instansi awal wajib menghubungi lembaga rujukan

3. Pelayanan Pembiayaan Kesehatan/ Medis
Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan layanan kesehatan difasilitasi
pemerintah melalui dana khusus untuk pelayanan /penanganan medis korban
kekerasan atau Jamkesmas atau layanan lainnya yang dianggarkan dalam
APBD Kota Semarang

14. MONITORING DAN EVALUASI

1. Pertemuan rutin Tim Pelayanan Terpadu dilakukan setiap 2 bulan sekali
2. Pertemuan insidental dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Terpadu untuk
~ sharing kasus yang sulit dipecahkan ditingkat lembaga pemberi layanan.
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3. Setiap tahun diadakan evaluasi bersama terkait dengan prosedur
administrasi, proses rujukan dan penanganan kasus

15. SOP LAYANAN

1. Layanan Kesehatan /Pemulihan Medis
1.1 Fungsi Lembaga Kesehatan

Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

a. Memberikan/melakukan pelayanan kesehatan dasar kepada
Perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan
trafficking sesuai dengan standart profesi dan hak asasi manusia.

b. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib
memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan
standard profesi dan hak asasi manusia.

c. Memberikan informasi keberadaan Tim Pelayanan Terpadu prosedur
pelayanan medis perempuan dan anak korban kekerasan dan
trafficking kepada setiap perempuan dan anak korban kekerasan
berbasis gender dan trafficking yang mengadu/ditangani

d. Memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan
dan anak korban kekerasan berbasis gender dan ftrafficking yang
mengadu /ditangani °

e. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan
visum ef reperfum atas permintaan penyidik kepolisian atau. surat
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai
alat bukti.

f. Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak korban
kekerasan berbasis gender dan trafficking kepada setiap korban yang
ditangani yang meliputi :

- hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan
dari ancaman /balas dendam pelaku,

- hak atas pemulihan medis

- hak atas pemulihan psikologis

- hak atas pendamping sosial, rohaniawan

- hak atas jaminan kerahasiaan

- hak atas penasehat /kuasa hukum

- hak atas perlindungan sementara /rumah aman
hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya /setinggi-tingginya,

g. Dalam rangka pemulihan terhadap korban lanjutan, dapat merujuk ke
Rumah Sakit dan apabila memungkinkan dilakukan koordinasi
dengan koordinator atau sekretariat.

h. Mengkoordinasikan perkembangan pemulihan kesehatan. /medis
dasar kepada keluarga korban dan sekretariat Tim Pelayanan
Terpadu

i. Mengkoordinasikan kepada fulltimer/sekretariat apabila korban
membutuhkan pendamping atau konseling atau penanganan lebih
lanjut

i Memberikan /melakukan pelayanan kesehatan /medis lanjutan
kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan
trafficking sesuai dengan standar profesi dan hak asasi manusia. 6] f

k. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib *
memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban sesuai dengan
standard profesi dan hak asasi manusia.

I.  Memberikan informasi prosedur pelayanan /pemulihan medis untuk
perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking kepada setiap
perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan

trafficking yang di rujuk di Rumah Sakit .
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. m.Memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada setiap perempuan

1.2

dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking yang di
rujuk ke Rumah Sakit.

. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan

visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai
alat bukti.

. Menyediakan layanan intervensi Terapetik (bersifat klinis-psikologi),

khususnya bagi korban dengan dampak trauma psikologi berat atau
depresi yang berat,

. Membuat laporan untuk menerangkan kondisi psikologis-kejiwaan

yang dialami korban sebagai dampak kekerasan yang dlalamlnya dan
Visum Psikologis dan Visum Psikiatrikum.

. Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak korban

kekerasan berbasis gender dan trafficking kepada setiap korban yang
dirujuk /ditangani yang meliputi tetapi tidak terbatas ;
- hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan
dari ancaman /balas dendam pelaku
- hak atas pemulihan medis
- hak atas pemulihan psikologis
- hak atas pendamping sosial, rohaniawan
- hak atas jaminan kerahasiaan
- hak atas penasehat /kuasa hukum
- hak atas perlindungan sementara /rumah aman
hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya,
Mengkoordlna3|kan perkembangan pemulihan kesehatan /medis
lanjutan kepada keluarga korban dan sekretariat Tim Pelayanan
Terpadu
Mengkoordinasikan kepada full timer /sekretariat apabila korban
membutuhkan pendamping atau konseling atau penanganan lebih
lanjut.
Prosedur Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Untuk Pasien /Mitra Non Kiitis :

e Melakukan pendaftaran/administrasi kasus baru kemudian

memperoleh pelayanan kesehatan dan konseling medis.
Selanjutnya dilakukan kooordinasi dan rujukan dengan sekretariat
ffull timer untuk mendapatkan penanganan lanjutan (konseling,
pemulihan psikologis, bantuan hukum dan sebagainya - yang
dibutuhkan korban). Sekretariat /ffull timer kemudian melakukan
konseling awal, pencatatan kasus, mengkoordinasikan, merujuk
serta mendampingi korban kepada anggota Tim lainnya sesuai
kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.

Untuk Pasien /Mitra Kiitis ;

e Segera mendapatkan penanganan P3K sambil penyelesaian
pendaftaran / administrasi kasus. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit
untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut. Kemudian
melakukan koordinasi dengan sekretariat /full -timer untuk
penanganan lanjutan.
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1.3. Bagan Prosedur Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan Berbasis
Gender dan anak serta Trafficking di Puskesmas.

Korban
(Rujukan/Tanpa
Rujukan)
A 4 .
I 1
Non Kritis Kritis
\ 4 A\ 4
Adm. Reg P3K
v \ 4
Pel. Kesehatan
Adm.
& Konseling Adm. Reg
LSM/ RSU/Puskesmas
Pendamping (RSU Kerjasama
dengan Pemerintah
Kota Semarang
> Sekretariat full [¢
timer /
Pendamping
Penanganan lanjutan
(hukum dan non
hukum)
Keterangan :

Untuk pembayaran-atau pembiayaan kesehatan dijjamin Pemerintah Kota

Semarang melalui :

1. Dinas Kesehatan Kota Semarang (program puskesmas gratis)

2. Jamkesmas (bagi korban yang ber-KTP Kota Semarang).

3. Dana cadangan Jamkesmas di Bappeda Kota Semarang (bagl q
korban yang tidak ber-KTP Kota Semarang). q ]




1.3. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas.

e Untuk Pasien /Mitra Non Kritis ;
Setelah pasien melakukan pendaftaran atau registrasi, pasien
langsung mendapatkan layanan kesehatan fisik, layanan kesehatan
kejiwaan (psikolog, psikiater), dan konseling medis. Kemudian
berkoordinasi dengan sekretariat Tim Pelayanan Terpadu untuk
menjelaskan perkembangan kesehatan korban serta untuk
memberikan pendampingan untuk layanan /penanganan lanjutan baik
hukum dan non hukum. Sekretariat Tim Pelayanan Terpadu
kemudian melakukan konseling,’ pencatatan, mengkoordinasikan,
merujuk serta mendampingi korban kepadé ahggota Tim lainnya

sesuai kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.

e Untuk Pasien /Mitra Kritis ;
Setelah melakukan pendéftaran atau registrasi, pasien /korban
segera mendapat perawatan medis yang ditangani oleh tim dokter
spesialis dan atau psikolog / psikiater. Kemudian ditangani sesuai
prosedur pelayanan kesehatan tahap berikutnya, dengan
mendapatkan konseling medis, lalu pemeriksaan fisik dan kejiwaan
(visum : - ada surat permintaan dari kepolisian). Setelah itu
berkoordinasi dengan sekretariat Tim Pelayanan Terpadu untuk
menjelaskan perkembangan kesehatan korban serta untuk
memberikan pendampingan untuk layanan /penanganan lanjutan baik
hukum dan non hukum. Sekretariat /full timer kemudian melakukan
konseling, pencatatan, mengkoordinasikan, @ merujuk  serta
mendampingi korban kepada anggota Tim lainnya sesuai kebutuhan

layanan yang dibutuhkan korban.




Bagan Prosedur Pelayanan Kesehatan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Berbasis Gender dan Trafficking
di Rumah Sakit Rujukan

Kotban

v v

Dengan Tanpa
Rujukan Rujukan

B! y
v v I

A
Lembaga-lembaga
anggota PPT yg
memberikan R
layanan yg
dibutuhkan korban

o iti Semi
Kritis Kritis Kritis
v
Registrasi | | Rawat
Pasien IGD Inap
- Pelayanan
< Kesehatan 3
Rawat jalan - Konseling 5
atau tidak - Spesialis !
rawat jalan :
| Sekretariat PPT “ f
/Full Timer lﬁ

2. Layanan Hukum

2.1. 'Fungsi Lembaga Perlindungan Hukum

a. Menerima pengaduan /laporan perempuan dan anak korban kekerasan
berbasis gender dan trafficking ‘
b. Mengkoordinasikan /menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator
atau sekretariat Tim Pelayanan Terpadu q ‘
c. Memberikan /melakukan konsultasi atau konseling hukum kepada
perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
d. Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan Pelayanan
Terpadu serta hak-hak korban ;
- hak atas pemulihan medis;
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- hak atas pemulihan psikologis;
- hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari
ancaman /balas dendam pelaku;
- hak atas pendamping sosial, rohaniawan,
- hak atas jaminan kerahasiaan;
- hak atas penasehat /kuasa hokum;
- hak atas perlindungan sementara /rumah aman;
- hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya.
e. Melakukan pendampingan hukum pada korban, sesuai kebutuhan korban,

‘dalam setiap tahapan proses hukum

f. Melakukan moriitoring dan dokumentasi késus untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban serta untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak korban

g. Dalam hal korban memeriukan perawatan medis /kesehatan, .kepolisian
/LBH wajib merujuk ke Divisi Pemulihan Medis /Puskesmas anggota Tim
Pelayanan Terpadu

“h. Dalam hal korban dalam kedaan kritis serta segera memerlukan perawatan
setingkat Rurmah Sakit, maka korban dirujuk ke Rumah Sakit di Kota.
Semarang,

i. Dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat
dirujuk ke sekretariat Pelayanan Terpadu, untuk mengakses rumah
aman/shelter

j. Dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman,
kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa
korban, maka bagi LBH dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan
kepolisian dapat segera langsung membuat upaya-upaya perlindungan
kepada korban

k. Dalam hal korban memerlukan pendamping, maka kepolisian/LBH segera
menghubungi sekretariat agar didampingi full timer

l. D‘a‘iam hal korban masih belum mampu membuat keputusan atau pilihan
pemecahan masalah, maka dirujukkan ke sekretariat untuk dilakukan

konseling

m. Dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka
segera dibuat pelaporan /pengaduan kasus, meminta visum kepada divisi
pemulihan medis (Rumah sakit/Puskesmas) apabila sangat diperlukan untuk t? ,5
memperkuat /membantu upaya korban mendapatkan keadilan secara
hukum. _

n. Dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat merujuk ke divisi
pemulihan medis (Rumah Sakit atau Puskesmas) dan sekretariat Pelayanan
Terpadu.

2.2. Layanan yang Diberikan
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a. Konsultasi hokum;

b. Perlindungan hukum;

c. Pendampingan hukum ;
d. Penanganan hukum.

23 Mekanisme Layanan
o Konsultasi Hukum

Korban bisa datang untuk melakukan konsultasi hukum kepada LBH Kota
Semarang untuk mendapatkan gambaran posisi hukum atas kasus yang
dialami korban atau informasi-informasi lain yang memperkuat
pengetahuan atau pemahaman hukum korban untuk membantu korban
membuat keputusan atau pilihan yang tepat. Jika berdasarkan hasil
konsultasi, korban memilin/menginginkan menindaklanjuti penyelesaian
kasusnya secara hukum, maka dapat langsung melapor atau membuat
pengaduan ke Poirestabes/Polsek atau ke Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak/UPPA Polrestabes/Polsek Semarang. Bilamana tersangka
dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya
kerjasama dengan BAPAS.

¢ Perlindungan hukum

Dalam hal korban mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran,
“pengucilan atau tindakan kekerasan kembali serta tindakan -tindakan lain
sebagai balas dendam pelaku, maka atas permintaan korban atau -
permintaan sekretariat Pelayanan Terpadu (situasi mendesak yg tidak
memungkinkan didapat persetujuan dari korban) atau tidak ada
permintaan maka Sekretariat atau lembaga yang menerima pengaduan
awal berkoordinasi dengan. Polsek Pedurungan dan UPPA Polres
Semarang Timur untuk memberikan perlindungan segera dan penghentian
kekerasan yang dialami korban.

Selanjutnya Polrestabes/Polsek Kota Semarang mengambil langkah-
langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan
yang ada serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai /prinsip-prinsip hak
asasi manusia.

Langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan kepada
korban dengan berkoordinasi dengan sekretariat Pelayanan Terpadu.

2.4. Pendampingan Hukum

Bila mana korban membutuhkan pendampingan hukum atau kuasa

- Ipenasehat hukum, maka dilakukan koordinasi atau rujukan ke LBH Kota
Semarang. Selanjutnya atas permintaan korban dan sekretariat Pelayanan
Terpadu, pendamping hukum dari LBH Kota Semarang memberikan
pendampingan hukum pada setiap tahapan/proses hukum yang ditempuh
korban dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi dan
pendampingan untuk korban kekerasan berbasis gender dan anak serta
trafficking.

2.5. Penanganan Hukum
a. Kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban
memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk
menyelesaikan kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan. Proses
tersebut meliputi, konseling /konsuitasi hukum, pendampingan /kuasa
hukum, pelaporan /pengaduan di kepolisian, pemeriksaan, penyelidikan
dan penyidikan oleh kepolisian dan seterusnya hingga .pada proses
peninjauan kembali/PK di Mahkamah Agung /MA, hingga terdapat
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putusan hukum berkekuatan tetap atau hlngga telah memenuhn rasa
keadilan bagi korban;

b. Bilamana tersangka dalam hal ini masih berumur kurang dari 18 tahun
maka periu adanya kerjasama dengan BAPAS atau LSM /pendamping
dari LSM Peduli Anak.

2.6. Bagan Prosedur Layanan Hukum Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking

Layanan
Hukum

3 P Soees 1

- ' Konseling
Identifikasi Kebutuhan 1‘ ------ ! /Konsultasi

________________

Perdata : i Pidana

4

Poirstabes/Polsek Pendamping
Kota Semarang (Sekretariat
PPT /LSM/LBH)

3

A 4

Administrasi
Kasus

Pemeriksaan

I

Proses
) Peradilan

A
Rujukan

Layanan Layanan Sosial Layanan
Medis & Ekonomi (ex; | Psikologis &
Reintegrasi,

bantuan usaha,

keluarga

alternatif, dil) ' 6] ’>

3. Layanan Pemulihan Psikologis dan Spiritual (Full timer, TP PKK/Kader PK,
Support Group)

3.1. Fungsi lembaga Pemulihan Psikologis dan Spiritual

a. menerima pengaduan /laporan perempuan dan anak korban kekerasan
berbasis gender dan trafficking;

b. mengkoordinasikan/menginformasikan  laporan  tersebut kepada
koordinator atau sekretariat Tim Pelayanan Terpadu;
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c. memberikan /melakukan konsultasi atau konseling kepada perempuan
dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking;

d. dalam hal korban memerlukan perawatan medis /kesehatan, maka wajib
merujuk ke Divisi Pemulihan Medis /Puskesmas anggota Pelayanan
Terpaduy;

e. dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban
dapat dirujuk ke sekretariat Pelayanan Terpadu dan merujuk korban ke
shelter;

f. dalam hal korban membutuhkan perllndungan segera dari ancaman,
kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan
nyawa korban, wajib dilakukan koordinasi dengan kepolisian untuk
mendapatkan perlindungan hukum;

g. dalam hal korban memerlukan pendamping, maka segera menghubungi
sekretariat agar didampingi full timer;

h. dalam hal korban masih belum mampu membuat keputusan atau pilihan
pemecahan 'masalah, maka dirujuk ke sekretariat untuk dilakukan
konseling;

i. dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka
segera dirujuk ke lembagal/koordinator divisi perlindungan hukum dengan
berkoordinasi ke sekretariat atau di rujuk ke sekretariat, dan sekretariat
yang mendampingi atau berkoordinasi dengan kepolisian;

j. dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat dirujuk ke
sekretariat Pelayanan Terpadu untuk dilakukan penggalian kebutuhan
penguatan /pemulihan lanjutan.

3.2. Layanan yang Diberikan

a. memberikan konsultasi/konseling psikologis bagi perempuan dan anak
korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.

b. memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak
korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai dengan
keyakinan/ agamanya.

c. memberikan konseling lanjutan/terapi bagi perempuan dan anak
korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.

d. memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk
remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan
terhadap perempuan dan trafficking.

e. memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah
mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater).

f. layanan konsultasi/terapi /konseling untuk pelaku kekerasan.

g. layanan Shelter/rumah aman /rumah perlindungan sementara.

3.3. Jenis Layanan
Korban mendapat pelayanan

a. Psikologis (konseling)

b. Spiritual

c. Pelayanan konselmg lanjutan 1 terapi
d. Shelter /rumah aman
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3.4. Mekanisme Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Spiritual /Rohaniawan ;

Bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika
korban memerlukan pelayanan medis, maka dirujuk ke puskesmas /Divisi
pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman °
sementara/shelter, maka dirujuk ke shelter. Jika berdasarkan
pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-
gejala yang diperlukan intervensi/tindakan penguatan pesikologis dari sisi
agama, maka korban dirujuk untuk mendapatkan bimbingan spiritual dari
pimpinan agama (pendeta/ustadz/Pastur/Pandito/Bante/Bikhu/Bikkhuni).

- Apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi /tindakan
psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke
psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan
psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut, korban kemudian
dapat dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban
untuk pemulihan dan penguatannya di Rumah Sakit Kota Semarang
untuk pemulihan medis lanjutan atau ke UPPA Polrestabes/Polsek di Kota
Semarang untuk perlindungan dan seterusnya.

- 3.5 Bagan Prosedur Pelayanan Psikologis — Spiritual ;

Korban
A 4 ) A4
Sekretariat - Divisi /Lembaga
Pelayanan Layanan Konseling,
Terpadu psikologis * Spiritual
I » » Konseling [« N
v
Rujukan &
Pendampingan
‘ v
v v v v v
n Sektor Sektor Shelter
Sektor Layanan Sektor Layanan || /rumah
Layanan Psikologi L:yinan Psikososial || aman
Kesehatan /Spiritual ukum

|| Pemulihan Korban (permberdayaan Korban)

4. Layanan Psikososial ; | ' 5! ,
4.1. Fungsi Layanan l?sikososial .

a. menerima pengaduan/laporan perempuan dan anak korban kekerasan
berbasis gender dan trafficking;

b. melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan penguatan
ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau
keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya
sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri ;
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melakukan pendataan korban yang akan menerima fasilitasi penguatan
ekonomi, termasuk merencanakan bentuk kegiatan serta kebutuhan
anggaran untuk penyelenggaraan fasilitasi penguatan ekonomi berupa
pelatihan ketrampilan dan pemberian modal;

melakukan asistensi dan konsultasi-usaha bagi korban yang mendapat
fasilitasi penguatan ekonomi dari Pelayanan Terpadu tentang
perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban;
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha
ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban;

melakukan mediasi antara korban dan masyarakat untuk mendorong
dukungan terhadap upaya pemulihan korban, sehingga korban bisa
kembali melakukan aktifitas sosial dalam lingkungan yang nyaman serta
aman bagi korban;

mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengubah nilai ke arah
kehidupan yang lebih adil gender serta mendukung proses pemulihan
korban secara penuh dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam
advokasi kasus sebagai paralegal,

melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat
sehingga terjadi pemaknaan ulang dalam menanggapi isu kekerasan
berbasis gender;

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penguatan sosial
sebagai bagian dari proses pembelajaran, terkait materi, metode, serta
media yang digunakan;

4.2. Layanan Diberikan.

a.

b.

pemberdayaan ekonorni korban dengan Pelatihan ketrampilan usaha dan
Pemberian modal kerja; -

konseling keluarga (untuk mendorong/memaksimalkan dukungan
keluarga),

konseling komunitas / kelompok masyarakat, sehingga meningkatkan
dukungan serta ada peran aktif dalam advokasi kasus;

layanan informasi terkait isu kekerasan berbasis gender serta upaya
pemulihan dan penguatan bagi korban;

support Group bagi perempuan korban untuk saling menguatkan dan
memberi dukungan.

4.3. Mekanisme Layanan

a. bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika
korban memerlukan pelayanan medis, maka dirujuk ke Puskesmas/Divisi
pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman
sementara (shelter), maka dirujuk ke shelter. Dari hasil konseling pada
korban kemudian diidentifiksai kebutuhan akan layanan psikososial,

b. jika korban membutuhkan penguatan sosial, maka oleh sekretariat Tim
Pelayanan Terpadu Kota Semarang akan dirujuk ke Divisi Layanan
Psikososial. Setelah pemberian layanan Divisi Layanan Psikososial akan
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban;

c. jika korban membutuhkan- penguatan ekonomi maka oleh sekretariat
Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang akan dirujuk ke Divisi Layanan
Psikososial untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan dan atau bantuan
modal usaha ekonomi produtif. Setelah pemberian layanan, Divisi
Layanan Psikososial akan melakukan asistensi terhadap kegiatan usaha
korban serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan korban;
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d. semua korban yang mengakses layanan lewat Pusat Pelayanan Terpadu
maka wajib mengikuti pertemuan Support Group yang secara rutin
dilakukan dan difasilitasi oleh Divisi Layanan Psikososial. '

Perlindungan Hukum

a. dalam hal korban mendapatkan anacaman, tekanan, tindakan
pengusiran, pengucilan atau tindakan kekerasan kembali serta
tindakan-tindakan lain sebagai balas dendam pelaku, maka atas
permintaan korban atau permintaan sekretariat Tim Pelayanan
Terpadu(situasi mendesak yang tidak memungkinkan didapat
persetujuan dari korban) atau tidak-ada permintaan maka sekretariat /
fulltimer atau lembaga yang menerima pengaduan awal berkoordinasi
dengan Polsek dan UPPA untuk memberikan perlindungan segera dan

penghentian kekerasan yang dialami korban;

b. selanjutnya Polrestabes/Polsek mengambil langkah-langkah
perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang ada
serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai / prinsip-prinsip Hak Asasi
Manusia;

c. langkah-langkah perlindungan tersebut dilakukan atau diberikan kepada
korban dengan berkoordinasi dengan sekretariat Pusat Pelayanan

Terpadu Kota Semarang.

Penanganan Hukum

a. kelanjutan segala tahapan atau proses hukum tatkala korban
memutuskan atau memilih jalur hukum sebagai salah satu cara untuk.
menyelesaikan kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan. Proses
tersebut meliputi : konseling/konsultasi hukum, pendampingan/kuasa
hukum, pelaporan/ pengaduan di kepolisian, pemeriksaaan,
penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan seterusnya hingga
pada proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) hingga
terdapat putusan hukum berkekuatan tetap atau hingga tglah memenuhi

rasa keadilan bagi korban;

b. bilamana tersangka dalam ha! ini masih berumur kurang dari 18 tahun
maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS atau LSM / pendamping
dari LSM Anak.

ANSA A 1




Bagan Prosedur Layanan Hukum

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Traffiking.

Layanan Hukum

Identifikasi Kebutuhan |, _i Konseling / Konsultasi

Perdata  [* >  Pidana
v
Polrestabes/Polsek | .| Pendamping
Kota Semarang "1 (Sekretariat PPT
‘ / LSM / LBH)

A
Administrasi Kasus

v

Pemeriksaan

A4
Proses peradilan

L 4
Rujukan

Layanan Sosial &
Ekonomi (mis :
| Reintegrasi, bantuan
" usaha keluarga
v ‘ alternatif, dil}

v

. Layanan Psikologis &
Layanan Medis Spiritual




4.4. Bagan Prosedur layanan psikososial

Korban

l

Identifikasi Kebutuhan Pendataan Korban

— l

Penguatan Sosial Penguatan Ekonomi

.

Mediasi Pemberian Informasi &
(Korban dan Masyarakat) Penyadaran Masyarakat /

v

h 4

Menggalang Dukungan Pelatihan Pemberian
Masyarakat Untuk Advokasi Kasus Ketrampilan Modal

\/

Asistensi

A\ 4
\ Monitoring

A\ 4
Evaluasi

WALIKOTA SEMARANG

—’/__.

H. SOEMARMO HS
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LAMPIRAN Il PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TANGGAL

MEKANISME RUJUKAN DARI KOTA

KORBAN DARI KOTA

SEKRETARIAT

v

TETAP PPT

l

ADMINISTRASI

\ 4
KONSELING

|

Rujukan ke Instansi | _| Instansi/lembaga
lembaga layanan | " Layanan

1

PPT Kota

WALIKOTA SEMARANG

o

——

H. SOEMARMO - HS




LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TANGGAL

MEKANISME PELAYANAN RUJUKAN BAGI KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KOTA SEMARANG

KORBAN

SHELTER RS POLISI LBH LEMBAGA LAIN

'

LITIGASI NON
(PN, PA, PM) LITIGASI

KASUS
SELESAI

3

A 4

v
PELAYANAN
PASCA
PEMULIHAN
DAN
PENANGANAN
HUKUM

WALIKOTA SEMARANG

Py

H. SOEMARMO HS




LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TANGGAL :

MEKANISME PELAYANAN PASCA PEMULIHAN

1

! PENGUATAN l

¥ v
PELAYANAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIKAN KESEHATAN EKONOMI
v 3
2
FORMAL NONFORMAL ! ASKESKIN l KETRAMPILAN
WIRA USAHA
v ’ ! l
l IJASAH l Keaksgraan l KESETARAAN ' LIFE SKILLY
Fungsional KETRAMPILAN
) 4 J 4
l SUKMA l [ wasan | [sermFwat | | PENDAMPINGAN | KEWIRAUSAHAAN
BANTUAN ALAT
MODAL
| kEwRAusAHAAN | l
- y
| MASUK i
KE PASAR
USAHA KERJA USAHA MANDIR! |
MANDIRI

WALIKOTA SEMARANG

—————
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